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AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM 
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LOMBOK TIMUR 

 

Drs.Amil,MM¹ ,Yudhi Lestanata,S.IP.,M.IP² 

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan dana 

desa dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sakra Kabupaten Lombok 

Timur, berdasarkan aspek akuntabilitas dan faktor yang meningkatkan 

kesejahteraan. Pada penelitian ini aspek akuntabilitas yang digunakan terdiri dari 

Transparansi, Value For Money, dan Integritas. Jenis penelitian yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang berupa laporan 

penggunaan dana desa tahun 2022, yang selanjutnya dilakukan analisis dalam 

meningkatkan kesejahteraan terdiri dari Kebijakan Publik, Pertanggungjawaban, 

dan Keadilan Sosial serta pemerataan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan guna 

mencocokkan antar pihak terkait penelitian.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana 

desa  dalam meningkatkan kesejahteraan dinilai dari aspek akuntabilitas dan 

faktor yang meningkatkan kesejahteraan secara umum pemerintah desa sudah 

terbuka dalam memberikan dan mengakses informasi kepada masyarakat serta 

penggunaan anggaran yang efektif. Pemerintah desa sakra sudah mengikuti 

regulasi atau ketentuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk 

mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan. Saat ini pemerintah desa 

sedang menyiapkan dokumen terkait laporan pertanggungjawaban. Penggunaan 

dana desa sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan 

dengan data SDGs yang unggul, yaitu desa bersih terbarukan dan pendidikan desa 

berkualitas sedangkan pemerintah desa memiliki perpustakaan yang meraih 

penghargaan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial 

(TPBIS). 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, dan Kesejahteraan Masyarakat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Luasnya daerah di Indonesia menjadi terbagi-bagi atas beberapa provinsi, 

kabupaten serta kota. Daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah 

untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat, dalam hal pembagian kekuasaan 

terhadap daerahnya, digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi 

sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian wewenang dalam 

penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah menandakan adanya hubungan 

pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana hubungan itu idealnya terjadi adalah 

merupakan sebuah keinginan dan proses pencarian bentuk yang sesuai dengan 

cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, 

hubungan pemerintah pusat dan daerah telah melalui berbagai model dan bentuk 

sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah, yaitu dengan ditetapkanya undang-undang yang 

mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah (Abdullah, 2016). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, terdapat kecenderungan adanya arah sentralisasi. 

kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian 

urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian 

kewenangan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara 



 

2 

 

Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman 

daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah pusat memberikan hak 

otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat. Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah 

pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Daerah secara politik dan ekonomi agar 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di 

daerah (Zuryat, 2017). 

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu 

pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat 

serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan 

terpadu. Kepala Desa bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. Penyusunan Rencana Penyusunan Jangka Menengah Desa 

dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. 

Sedangkan penyusunan Rencana Kegiatan Perencanaan Desa dilakukan melalui 

kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pemasyarakatan (Mahayana, 2013). 

Kaitannya dengan pembangunan desa yang luas, tersusun rapat dan 

terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya selain ditunjang oleh 

manajemen pemerintah desa yang baik, organisasi yang jelas juga sangat 

ditentukan oleh partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan. Efektifitas 

pembangunan merupakan suatu ukuran diperolehnya sasaran yang telah 
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ditetapkan sebelumnya. Sehubungan adanya efektifitas pembangunan tersebut 

maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan desa itu 

sendiri sangat berarti (Riyanti et al., 2022). 

Desa   sebagai   unit   organisasi   pemerintah   yang  berhadapan 

langsung dengan  masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan 

kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan 

dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena 

tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang 

maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa 

dan kelurahan  yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara 

ditentukan oleh kemajuan desa. Untuk   itulah   pemerintah   mengeluarkan   

kebijakan   yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan 

dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa 

adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, 

yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala   sektor   di   

masyarakat,   serta   untuk   memudahkan pemerintah   dalam   melaksanakan   

kegiatan   pemerintahan, pembangunan   dan   pemberdayaan   masyarakat   

desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan   dan   

akuntabilitasnya,   serta   untuk   mendorong peningkatan swadaya gotong 

royong masyarakat (Wida et al., 2017). 

Konsep  akuntabilitas  publik dapat digunakan untuk melihat seberapa 

besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak 

masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari 
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ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, 

seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, 

seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan 

organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap 

benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. 

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut maka pemerintah desa harus 

mengarahkan  semua  kemampuan  dan keahliannya  secara  efektif  dan efisien,  

dengan demikian penilaian masyarakat atau pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat terhadap pemerintah  desa  akan  sangat  memuaskan (Asmawati & 

Basuki, 2019). 

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Lombok 

Timur. Rapat yang dilaksanakan bersama Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Lombok Timur tersebut. Persentase 

jumlah penduduk miskin Lombok Timur tahun 2018 sebesar 16,55% atau 

196.870 jiwa. Berada pada posisi ke 9 dari 10 kabupaten atau kota se Provinsi 

NTB atau selisih 0,12% dengan Provinsi dan selisih 6,80% Nasional yaitu 

9,66%. Posisi relatif garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat 

minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar 

hidup yang mencukupi. Posisi relatif kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 

414.721.- lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi sebesar Rp. 365.901 dan 

Nasional Rp.401.220. Perkembangan garis kemiskinan kabupaten Lombok 

Timur dari tahun 2014 sebesar Rp. 335.651 terus mengalami peningkatan 

menjadi 414.721 di tahun 2018 (Satunusa.co.iddiakses pada tanggal 13 April 

2023 pukul 14:16 WITA). 
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Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research 

Center (LRC) dari Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Timur, tahun 

2021 meningkat 0,14 persen dibanding tahun 2020. Angka kemiskinan tahun 

lalu 15,24 persen atau sebanyak 183.840 jiwa, naik  menjadi 15,38 persen atau 

190,840 jiwa. Dari angka tersebut, terdapat 6.244 penduduk miskin Lotim yang 

baru selama masa pandemi Covid-19. Meskipun kekayaan sumber daya alam 

terutama hutan melimpah (64,5 ribu ha), pada kenyataannya Lombok Timur 

belumlah mampu menjamin kehidupan dan penghidupan yang lebih baik bagi 

sebagian besar masyarakatnya.  Sedangkan untuk garis kemiskinan di Lombok 

Timur sebesar Rp 472,304. Garis kemiskinan ini naik dari sebelumnya Rp 

447,263. Tingkat keparahan kemiskinan naik dari 1,84 tahun 2020 menjadi 2,88 

tahun 2021 (Barbareto.comdiakses pada tanggal 13 April pukul 13:50 WITA). 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa peneliti menanggap perlu 

dilakukan penelitian di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur 

tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam 

Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat di Desa Sakra Kecamatan Sakra 

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022” guna dalam pelaksana dan pemanfaatan 

Anggaran Dana Desa dalam rangka meningkatkan kesejahtraan, kualitas desa 

yang baik berupa pembangunan fisik sarana dan prasarana serta pemberdayaan 

masyarakat di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dapat 

mencapai tujuan. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  



 

6 

 

1. Bagaimanakah akuntabilitas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Sakra? 

2. Bagaimanakah faktor-faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa di Desa Sakra?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui, mendeskripsi dan menginterpetasikan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa 

Sakra. 

2. Untuk mengetahui, mendeskripsi dan menginterpetasikan faktor-faktor 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa 

Sakra. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa 

terhadap kesejaheraan masyarakat desa Sakra. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a) Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan tentang hal apa saja yang mempengaruhi  

kesejahteraan masyarakat desa dan dapat menambah pengalaman bagi 

penulis. 

b) Bagi Pemerintah Desa 
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Dapat memberi informasi dan dapat dijadikan bahan masukan yang berguna 

bagi pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

c)  Bagi Masyarakat  

Dapat memberi informasi tentang kebijakan pemerintah apa saja yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat dapat terjun langsung dalam 

perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengalokasian dana desa. 

d) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan bagi peneliti 

selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam melakukan 

penelitian tentang kesejahteraan masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar atau acuan, penelilitian sebelumnya sangat membantu 

penulis dalam memperkaya teori saat melakukan penelitian ini. Berikut Salah 

satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan relevansi dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sekaligus digunakan sebagai 

bahan pembanding.  

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki beberapa persamaan dengan 

judul ini, termasuk penggunaan jenis penelitian kualitatif dan analisis data yang 

berbeda serta sudut pandang yang sama tentang akuntabilitas. Namun perbedaan 

utama terletak pada fokus penelitian, teori yang digunakan, dan metode 

penilaian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kantor Desa Sakra Kabupaten 

Lombok Timur. 

1. Ricky Supriyanto dan Swarmilah Hariani pada tahun 2022 dengan Judul 

Dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana, kebijakan, dan 

kelembagaan desa pada kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pe lnellitian ini 

yaitu melnunjukkan bahwa secara simultan akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan kelembagaan desa memiliki 

korelasi yang signifikan dan positif dengan kesejahteraan memiliki korelasi 

yang signifikan dan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Di dalam 

Sebaliknya, akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan desa 

kebijakan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 
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sedangkan kelembagaan desa tidak sangat mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat.  

2. Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, transparansi 

alokasi dana. desa, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat 

(Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi) 

(Kumala Faiza Amalia, 2022) Hasil analisis terhadap 100 orang responden 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 

SPSS 26 menunjukkan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

transparansi alokasi dana desa, kepemimpinan, dan kebijakan desa 

berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 

Muncar Kabupaten Banyuwangi 

3. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Studi Kasus Desa Bonto 

Tangnga Kec.Bontotiro Kab.Bulukuma) (A.Nurfadilla, 2022) Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan variabel Kebijakan Desa 

berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. 

4. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat(Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten 

Jepara) (Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisan, 2022). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  variabel  penggunaan  alokasi  dana  desa  

berpengaruh negatif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Jambu  



 

10 

 

dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,804,  variabel akuntabilitas berpengaruh  

positif  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Jambu  

dengan  nilai signifikan  sebesar  0,000,  variabel  transparansi  desa  

berpengaruh  negatif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat Desa Jambu 

dengan nilai signifikan sebesar 0, 225, penggunaan alokasi dana desa, 

akuntabilitas, transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan 0,000. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Umbu Anangambi dengan judul 

Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi 

Kabupaten Sumbawa Barat Daya Tahun 2019 (Ardiansyah Umbu 

Anangambi, 2022). Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

a)  Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di 

Desa Pero Konda melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-tiganya dilaksanakan 

pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam 

penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Alokasi 

Dana Desa. Dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan 

mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati.  

b) Faktor penghambat dalam melakukan Akuntabiltas Alokasi Dana Desa 

tahun 2019 di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba 

Barat Daya yaitu terdapat pada kemampuan sumber daya aparatur. 

Kemampuan sumber daya yang dimaksud yaitu kemampuan para 

aparatur atau pemerintah desa dalam menyelesaikan administrasi 

terutama laporan tentang penggunaan alokasi desa, karena pemerinta 
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desa yang ada di Desa Pero Konda kebanyakan lulusan SMA sehingga 

tidak terlalu memahamai proses administrasi. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Me ltodel Hasil Re llelvansi 

1 Dampak 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

alokasi dana, 

kebijakan, dan 

kelembagaan 

desa pada 

kesejahteraan 

masyarakat 

(Ricky 

Supriyanto & 

Swarmilah 

Hariani, 2022). 

Kualitatif Hasil dari pe lnellitian ini 

yaitu melnunjukkan 

bahwa secara simultan 

akuntabilitas pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

(ADD), kebijakan desa, 

dan kelembagaan desa 

memiliki korelasi yang 

signifikan dan positif 

dengan kesejahteraan 

masyarakat. Di dalam 

Sebaliknya, akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dan 

desa kebijakan 

berdampak signifikan 

terhadap kesejahteraan 

masyarakat, sedangkan 

kelembagaan desa tidak 

sangat mempengaruhi 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Re llelvansi 

antara 

pe lnellitian ini 

de lngan 

pe lnellitian 

pe lnulis adalah 

sama-sama 

melmbahas 

akuntabilitas 

dari selgi hasil  

pe lnge llolaan 

dana delsa. 

2  Pengaruh 

akuntabilitas, 

partisipasi 

Kuantitatif Hasil analisis terhadap 

100 orang responden 

menggunakan analisis 

Re llelvansi 

antara 

pe lnellitian ini 
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masyarakat, 

kepemimpinan, 

transparansi 

alokasi dana 

desa, dan 

kebijakan desa 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat 

(Studi Kasus 

Pada Desa di 

Kecamatan 

Muncar 

Kabupaten 

Banyuwangi) 

(Kumala Faiza 

Amalia, 2022).  

regresi linier berganda 

dengan bantuan program 

SPSS 26 menunjukkan 

bahwa akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, 

transparansi alokasi dana 

desa, kepemimpinan, dan 

kebijakan desa 

berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan 

masyarakat di 

Kecamatan Muncar 

Kabupaten Banyuwangi. 

de lngan 

pe lnellitian 

pe lnulis adalah 

sama-sama 

melmbahas 

pe lnggunaan 

dana delsa. 

3 Pengaruh 

akuntabilitas 

pengelolaan 

alokasi dana 

desa dan 

kebijakan desa 

terhadap 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

(Studi Kasus 

Desa Bonto 

Tangnga 

Kec.Bontotiro 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa berpengaruh 

signifikan terhadap 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat dan variabel 

Kebijakan Desa 

berpengaruh signifikan 

terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan 

Re llelvansi 

antara 

pe lnellitian ini 

de lngan 

pe lnellitian 

pe lnulis adalah 

sama-sama 

melmbahas 

telntang 

akuntabilitas 

penggunaan 

dana desa.  
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Kab.Bulukuma) 

(A.Nurfadilla, 

2022) 

Masyarakat.  

4 Pengaruh 

Penggunaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD), 

Akuntabilitas 

dan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat(Stu

di Pada Desa 

Jambu 

Kecamatan 

Mlonggo 

Kabupaten 

Jepara) (Afista 

Nur Khasanah 

dan Ichwan 

Marisan, 2022). 

Kuantitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

variabel  penggunaan  

alokasi  dana  desa  

berpengaruh negatif  

terhadap  kesejahteraan  

masyarakat  Desa  Jambu  

dengan  nilai  signifikan  

sebesar  0,804,  variabel 

akuntabilitas 

berpengaruh  positif  

signifikan  terhadap  

kesejahteraan  

masyarakat  Desa  Jambu  

dengan  nilai signifikan  

sebesar  0,000,  variabel  

transparansi  desa  

berpengaruh  negatif  

terhadap  kesejahteraan  

masyarakat Desa Jambu 

dengan nilai signifikan 

sebesar 0, 225, 

penggunaan alokasi dana 

desa, akuntabilitas, 

transparansi berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kesejahteraan 

masyarakat Desa Jambu 

Re llelvansi 

antara 

pe lnellitian ini 

de lngan 

pe lnellitian 

pe lnulis adalah 

sama-sama 

melmbahas 

dalam 

pe llaksanaan 

akuntabilitas 

pe lnggunaan 

dana delsa. 
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dengan nilai signifikan 

0,000. 

5 Akuntabilitas 

Alokasi Dana 

De lsa (ADD) di 

De lsa Pe lro 

Konda 

Ke lcamatan 

Sumbawa Barat 

Daya Tahun 

2019 

(Ardiansyah 

Umbu 

Anangambi, 

2022)  

Kualitatif Faktor pe lnghambatnya 

telrdapat pada sumbelr 

daya aparatur sipil, 

dalam kelmampuan selgi 

melnye lle lsaikan 

administrasi telrutama 

telntang pe lnggunaan 

alokasi dana delsa, karelna 

ke lbanyak hanya lulusan 

SMA saja se lhingga tidak 

telrlalu melmahami prosels 

administrasi.  

Re llelvansi 

antara 

pe lnellitian ini 

de lngan 

pe lnellitian 

pe lnulis adalah 

sama-sama 

melmbahas 

faktor-faktor 

akuntabilitas 

pe lnggunaan 

dana delsa. 

Be lrdasarkan belbe lrapa pelnellitian telrdahulu di atas, selpe lrti yang te llah 

dikelmukakan selbe llumnya, te lrdapat belbe lrapa pelrsamaan antara pelnellitian 

se lbe llumnya de lngan pe lne llitian yang se ldang pe lne lliti lakukan, antara lain jelnis 

pe lnellitian yaitu pelrhitungan, jelnis data, dan jelnis pelne llitian. analisis data, dan 

ada kelsamaan masalah yang dibahas melnge lnai akuntabilitas dana delsa. 

Se ldangkan pelrbe ldaan pelne llitian yang dicari pelne lliti telrle ltak pada inti 

pe lmbahasan masalah yang dibahas dimana pe lnelliti belrfokus dalam pelmbahasan 

pe lrmasalahan yang dibahas dimana pe lne lliti melmbahas telntang Akuntabilitas 

Pe lnggunaan Dana Delsa Dalam Melningkatkan Ke lse ljahtelraan Masyarakat di 

De lsa Sakra Kabupate ln Lombok Timur. Se lmelntara pelne llitian selbe llumnya dari 

se lgi obje lk pelne llitian belrbe lda. Telrlelbih pelni llaian yang nomor 4 melmbahas 

analisis transparansi.  
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2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Definisi Pemerintah  

Pe lmelrintahan ditelmpatkan selbagai solusi bagi rakyat. Cara be lrpikir ini 

sudah barang telntu melmiliki dampak positif telrhadap kelhadiran pelmelrintah. 

Pe lmelrintah adalah solusi kare lna itu elksiste lnsi pe lmelrintah sellalu dibutuhkan olelh 

masyarakat. Bagi ne lgara-ne lgara sosialis sudah telntu pe lran dan fungsi 

pe lmelrintahan sangat belsar selkali dalam melnye ldiakan layanan kelse lhatan, 

pe lndidikan, pelnsiunan, pelrtumbuhan elkonomi, pelmbangunan sosial, hingga 

melnjamin kelte lrtiban dan kelamanan. Delngan kata lain, banyaknya tugas dan 

fungsi pe lme lrintahan ini tak bisa digantikan olelh institusi apapun, telrmasuk pasar 

dan masyarakat sipil (Haboddin, 2015). 

2.2.2 Definisi Good Governance 

Good gove lrnancel adalah pellaksanaan pelmelrintah selcara telrtib, belrsih, 

ramah dan tanpa cacat salah satunya harus me lmpunyai atau biasa  dise lbut  juga  

de lngan  pe lme lrintahan  yang  baik  atau  lelbih  te lpatnya good gove lrnance l 

melrupakan  selbuah  cara  untuk  melmpe lrkuat  kelrja lelmbaga-le lmbaga dalam 

pe lmelrintahan selhingga dapat me lmpelrkuat aturan hukum melnce lgah adanya akar 

Korupsi, Kolusi dan Ne lpotismel (KKN) se lrta melnjamin juga bahwa kinelrja 

dalam institusi pelmelrintah dapat dikumpulkam dan juga  dapat  dibelrikan  

ke lpada  masyarakat  se lhingga  masyarakat  bisa  mellihat  dan melmantau     

se lcara     langsung     te lrhadap     manajelme ln     pelme lrintah (Arisaputra, 2013). 

Pe lnge lrtian dari suatu wujud pelnciptaan pe lmelrintahan yang baik, dimana 

se lmua lapisan  masyarakat  turut  ambil  bagian  atas  pelrannya  di  dalam  

pe lnye lle lnggaraan  pe lmelrintahan.  Partisipasi masyarakat sangat  dipe lrlukan  
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dalam  prosels  te lrciptanya Good  Gove lrnance l,  se lbab  tujuan  dari  

pe lnye lle lnggaraan pelme lrintah itu selndiri ialah lelbih pada orielntasi yang be lrtujuan 

untuk mellayani masyarakat (Ayunda elt al., 2021). 

Good gove lrnancel me lngandung arti ke lgiatan suatu lelmbaga   pe lme lrintah   

yang   dijalankan belrdasarkan kelpe lntingan rakyat dan norma yang  be lrlaku  

untuk  melwujudkan  cita-cita nelgara  di  mana  kelkuasaan  dilakukan  olelh 

masyarakat  yang  diatur  dalam  belrbagai  tingkatan   pe lmelrintahan   ne lgara   

yang be lrkaitan  de lngan  sumbe lr-sumbe lr  sosial-budaya, politik, dan e lkonomi. 

Namun  untuk  ringkasnya, good gove lrnancel pada   umumnya   diartikan selbagai  

pe lnge llolaan  pelme lrintahan  yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan selbagai 

melngikuti  kaidah-kaidah  telrtelntu  se lsuai delngan    prinsip-    prinsip    dasar 

good gove lrnance l (Riska elt al.,2022). 

2.2.3 Definisi Akuntabilitas  

Akuntabilitas melrupakan instrumeln untuk ke lgiatan kontrol telrutama dalam 

pe lncapaian hasil pada pellayanan publik. Dalam hubungan ini, dipelrlukan 

e lvaluasi kinelrja yang dilakukan untuk melnge ltahui seljauh mana pelncapaian hasil 

se lrta cara-cara yang digunakan untuk melncapai selmua itu. Pelnge lndalian 

(control) selbagai bagian pelnting dalam manajelme ln yang baik adalah hal yang 

saling me lnunjang de lngan akuntabilitas. De lngan kata lain pelnge lndalian tidak 

dapat belrjalan elfisieln dan elfe lktif bila tidak ditunjang delngan me lkanismel 

akuntabilitas yang baik dan juga se lbaliknya (Nasirah, 2016). 

Pe lrtanggungjawaban Pe lmelrintah Delsa dalam melnge llola sumbelr daya 

ke lpada Pelmelrintah Pusat dalam belntuk laporan dalam pelriodel yang te llah 

ditelntukan se lbellumnya se lhingga dapat te lrlihat apakah telrcapai atau tidak nya 
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tujuan organisasi. Akuntabilitas sangat dipe lrlukan untuk dijalankan olelh 

Pe lmelrintah De lsa telrutama keltika melnge llola keluangan de lsa, de lngan me lne lrapkan 

prinsip akuntabilitas dana akan belnar-be lnar digunakan untuk kelgiatan yang 

dapat melningkatkan taraf hidup masyarakat delsa (Sujarwe lni, 2015). 

Hal yang pe lnting juga untuk dimiliki olelh elntitas baik elntitas bisnis 

maupun pelmelrintah se lbagai belntuk pe lrtanggungjawaban kelpada stakelholdelr. 

Akuntabilitas melnjadi indikator pelnting dalam melngukur ke lmampuan suatu 

pe lmelrintahan untuk melndapatkan kelpe lrcayaan masyarakat dan melnjadi salah 

satu parameltelr dari tinggi atau relndahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2016). 

2.2.3.1 Teori Akuntabilitas Publik 

Telori akuntabilitas melmpunyai pandangan yaitu Te lori Akuntabilitas 

Publik. Telori akuntabilitas melmfokuskan pada keljujuran dalam pellaksanaan 

tanggung jawab, pe lntingnya nilai-nilai eltis, dan inte lgritas. Konse lp akuntabilitas 

di Indone lsia melmang bukan melrupakan hal yang baru, hampir selluruh instansi 

dan lelmbaga pe lmelrintah melnelkankan konse lp akuntabilitas ini khususnya dalam 

melnjalankan fungsi administratif kelpelmelrintahan. Fe lnome lna ini melrupakan 

imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai dige lmborkan kelmbali pada awal elra 

re lformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karelna pada masa 

orde l baru konse lp akuntabilitas tidak mampu ditelrapkan selcara konsisteln di 

se ltiap lini kelpe lmelrintahan yang pada akhirnya me lnjadi salah satu pelnye lbab 

lelmahnya birokrasi dan me lnjadi pelmicu munculnya be lrbagai pe lnyimpangan-

pe lnyimpangan dalam pelnge llolaan keluangan dan administrasi nelgara di 

Indone lsia (Husaini, 2013). 
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Akuntabilitas melmiliki  fokus  utama pellaporan  yang  akurat  dan  te lpat  

waktu  telntang pe lnggunaan  dana  publik,  yang  biasanya  dilakukan mellalui 

laporan yang te llah diaudit selcara profelsional. Tujuan  utamanya  adalah  untuk  

melmastikan  bahwa dana publik tellah digunakan untuk tujuan-tujuan yang te llah 

diteltapkan selcara elfisieln dan e lfelktif. Pellaksanaan akuntabilitas dan transparansi 

dalam melnge llola keluangan de lsa adalah salah satu cara untuk melnjadikan 

pe lmelrintahan delsa yang be lrsih, mandiri dan telrbe lbas dari tindakan korupsi selrta 

dapat melningkatkan pelrke lmbangan dan ke lse ljahtelraan delsa itu selndiri (Nuritomo 

e lt al, 2014).  

Untuk melnata dan melnye lle lnggarakan urusan pelme lrintahan delsa itu 

se lndiri melmbutuhkan dana yang me lncukupi dan dapat dikatakan cukup belsar. 

Dalam melnge llola keluangan de lsa dipelrlukan tata kellola yang baik, sumbelr daya 

yang cukup dan kompelteln, agar dana yang sudah ditelrima dapat dipelrgunakan 

de lngan e lfisie ln dan elfe lktif se lhingga diharapkan belrdampak belsar untuk 

ke lse ljahtelraan dan kelmakmuran masyarakat delsa se lrta dapat 

dipelrtanggungjawabkan. Me lnurut Indone lsia Corruption Watch (ICW) be lsarnya 

dana yang dianggarkan olelh pe lmelrintah re lntan telrhadap pelnyalahgunaan karelna 

banyak faktor, salah satunya kurang te lrlibatnya masyarakat dalam pelre lncanaan 

maupun pelngawasannya (Candraditya, 2017). 

2.2.3.2 Indikator Akuntabilitas 

Be lbe lrapa indikator yang te llah dimodifikasi dalam pelraturan daelrah dapat 

digunakan untuk melnilai elfe lktivitas program pelnge llolaan keluangan de lsa yang 

akuntabell, selbagai be lrikut: 
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1) Be lbe lrapa pelnanda untuk melmelriksa akuntabilitas pada tahap pelre lncanaan 

adalah: 

a) Warga dapat melngakse ls bukti telrtulis delsa, yang digunakan untuk 

melmbuat pelnilaian. 

b) Be lrdasarkan Relncana Ke lrja Pelmelrintah De lsa (RKPDe lsa) tahun belrjalan, 

Pe lmelrintah delsa melnyusun Pe lraturan delsa yang be lrkaitan delngan 

Aanggaran Pe lndapatan Bellanja Delsa (APBDe lsa)  

2) Pada tahap implelme lntasi, ada belbelrapa me ltrik untuk melmastikan akun. 

a) Se lmua pelndapatan dan pelnge lluaran delsa dalam rangka pellaksanaan 

ke lwe lnangan delsa diprose ls me llalui relke lning kas de lsa. 

b) Se lmua pelmasukan dan pelnge lluaran de lsa harus didukung de lngan 

dokumeln pe lndukung yang le lngkap dan valid. 

3) Telrdapat belbelrapa indikator pada tahapan prose ls pe lnatausahaan untuk 

melmbangun akuntabilitas.: 

a) Be lndahara delsa wajib melncatat selmua pelne lrimaan dan melngambil se lrta 

melnutup buku se lcara telrtib seltiap akhir bulan. 

b) Be lndahara delsa wajib melmpelrtanggungjawabkan dana mellalui relke lning. 

Jadi sellama prosels pellaporan, ada belbelrapa indikator untuk melmastikan 

akuntabilitas. Laporan de lsa pe lrtanggungjawaban keluangan de lsa se lcara telpat 

waktu atau telratur. 

2.2.3.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas Publik 

Ada tiga prinsip utama yang me lndasari pelnge llolaan keluangan dae lrah 

melnurut Mardismo 2009 dalam (Widiyanti, 2017) yaitu se lbagai belrikut:  

1. Transparansi 
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Ke lte lrbukaan dalam pelmbuatan, pelnyusunan, dan pellaksanaan anggaran 

daelrah inilah yang dimaksud de lngan transparansi. Kare lna prose ls pe lnganggaran 

melmasukkan tujuan dan kelpelntingan masyarakat, khususnya dalam melmelnuhi 

ke lbutuhan dasar manusia, transparansi belrarti bahwa selmua anggota masyarakat 

melmiliki hak dan aksels yang sama telrhadap informasi telntangnya. 

2. Value for money  

Me lnurut prelmis nilai uang, prose ls pelnganggaran melmiliki tiga fokus 

utama: e lkonomi, elfisieln, dan elfe lktif. Pilihan dan pelnggunaan jumlah telrte lntu 

dan sumbelr daya be lrkualitas tinggi de lngan biaya yang wajar adalah pusat telori.  

Se llain diatas, ada juga prinsip akuntabilitas publik yang pada umumnya 

melnunjukan se lbe lrapa belsar tingkat pe llayanan yang te llah dise llelnggarakan 

de lngan norma dan tellah dimiliki para pe llayan masyarakat telrse lbut. Uniteld 

Nations Delve llopme lnt Programmel (UNDP) tellah melnge lmbangkan meltode l untuk 

melngukur akuntabilitas publik yang dilihat dari 5 prinsip akuntabilitas, yaitu 

transparelncy (ke ltelrbukaan), controllability (ke lte lrke lndalian), liability 

(ke lwajiban), relsponsive lne lss (ke ltanggapan), dan relsponsibility (tanggung jawab). 

Apabila pe lnye lle lnggaraan organisasi me lnelrapkan 5 prinsip ini maka dapat 

melnjadi alat bantu dalam pelnge llolaan ke luangan, karelna prinsip akuntabilitas 

publik ini dapat melnyampaikan selcara rinci tidak hanya me lmaparkan informasi 

telntang pe lndapatan atau pelnge lluarannya tapi jugabelrupa ke lndala dan dapat 

dikaitkan delngan pe lrundang-undangan yang be lrlaku. 

3. Integritas 

Inte lgritas me lngacu pada kelmampuan dan ke lbelbasan suatu elntitas atau 

individu untuk belrtindak selcara obye lktif, tidak telrpe lngaruh ole lh telkanan atau 
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pe lngaruh yang tidak sah. Dalam kontelks akuntabilitas publik, intelgritas pe lnting 

untuk melmastikan bahwa lelmbaga atau individu yang be lrtanggung jawab atas 

tugas publiknya dapat belrope lrasi delngan belbas dari intelrve lnsi politik atau 

ke lpelntingan pribadi yang dapat melmpelngaruhi intelgritas dan kualitas 

pe lngambilan kelputusan melrelka. Le lmbaga atau pelmelrintahan harus melmiliki 

kualitas moral dan eltika yang me lndasari pe lrilaku individu dalam melnjalankan 

tugas dan tanggung jawab me lre lka. Dalam kontelks akuntabilitas publik, 

intelgritas dipelrlukan untuk melmastikan bahwa elntitas atau individu telrse lbut 

be lrtindak delngan ke ljujuran, keladilan, dan tanggung jawab. Inte lgritas 

melmbutuhkan transparansi dalam pe lngambilan kelputusan, pe lnanganan 

informasi, dan pellaksanaan tugas. E lntitas atau individu yang me lnjunjung tinggi 

intelgritas akan melnghindari konflik kelpe lntingan, tidak mellakukan manipulasi 

data atau informasi, dan belrtindak selsuai de lngan norma dan yang be lrlaku.  

2.2.3.4 Faktor-Faktor Akuntansibilitas Publik 

Akuntabilitas kinelrja dipelngaruhi ole lh banyak hal, diantaranya adalah 

pe lnelrapan akuntansi publik, kualitas pelraturan pelrundangan se lrta ke ltaatan pada 

pe lraturan pelrundangan itu selndiri, kualitas laporan keluangan, standar akuntansi 

pe lmelrintahan dan kualitas laporan keluangan, ke lje llasan sasaran anggaran, 

pe lnge lndalian akuntansi dan siste lm pellaporan, kompelte lnsi aparatur pelmelrintah 

daelrah, motivasi kelrja dan keltaatan pada pe lraturan pelrundangan. Be lrikut faktor-

faktor yang me lmpe lngaruhi akuntabilitas publik melnurut (Anik, 2019) se lbagai 

be lrikut :  
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1. Akuntabilitas  Kinerja Organisasi Perangkat Daerah  

Ke lwajiban untuk me lmbelrikan pelrtanggung jawaban atau melnjawab dan 

melne lrangkan kine lrja dan tindakan se lse lorang badan hukum/pimpinan suatu 

organisasi ke lpada pihak yang me lmiliki hak atau belrkelwe lnangan untuk 

melminta keltelrangan atau pe lrtanggungjawaban. Se lmua Instansi Pe lme lrintah, 

Badan dan Le lmbaga Ne lgara di Pusat dan Dae lrah selsuai delngan tugas pokok 

masing-masing. 

2. Kejelasan Sasaran Anggaran 

Suatu relncana yang disusun se lcara siste lmatis, melliputi selluruh kelgiatan 

pe lrusahaan, yang dinyatakan dalam satuan (unit moneltelr), dan be lrlaku 

untuk jangka waktu telrtelntu yang akan datang. Ke lje llasan sasaran anggaran 

melrupakan seljauh mana tujuan anggaran diteltapkan selcara jellas dan spelsifik 

de lngan tujuan agar anggaran telrse lbut dapat dimelnge lrti olelh orang yang 

be lrtanggung jawab atas pe lncapaian sasaran anggaran te lrse lbut. Pe lnge llolaan 

ke luangan pe lmelrintah daelrah yang be lrakuntabilitas tidak lelpas dari ke ljellasan 

sasaran anggaran. Se ljauh mana tujuan anggaran diteltapkan selcara jellas dan 

spe lsifik delngan tujuan agar anggaran te lrse lbut dapat dimelnge lrti olelh orang 

yang be lrtanggung jawab atas pelncapaian anggaran telrse lbut.  

3. Pengendalian Akuntansi 

Pe lnge lndalian akuntansi melngasumsikan bahwa tellah diteltapkan suatu 

re lncana tindakan atau standar untuk melngukur pre lstasi pellaksanan kelgiatan. 

Untuk melncapai tujuan yang te llah diteltapkan bagi instansi, pelnge lndalian 

harus dikelmbangkan se lhingga dapat diambil kelputusan yang se lsuai de lngan 

re lncana. Pelnge lndalian dan laporan akuntansi melrupakan bagian dari suatu 
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re lncana yang te lrpadu de lngan baik untuk melmellihara elfisielnsi dan 

melne ltapkan pelnyimpangan atau trelnds yang tidak melmuaskan.  

4. Penerapan Akuntannilitas Sektor Publik 

Adapun tujuan Akuntansi Selktor Publik yaitu: a). Managelmelnt Control, 

tujuannya untuk melmbelrikan informasi yang dibutuhkan untuk 

melngellola suatu organisasi delngan celpat, telpat, elfisieln selrta 

elkonomis atas opelrasi dan pelnggunaan sumbelr daya yang dianggarkan 

untuk selbuah organisasi. b). Accountability, tujuan ini hampir sama 

delngan managelmelnt control yaitu melmbelrikan informasi yang belrguna 

untuk managelr selktor publik yang digunakan untuk mellaporkan 

pellaksanaan tanggungjawab sumbelr daya atau bidang dan divisi yang 

belrada di bawah welwelnangnya. Selain itu juga untuk mellaporkan 

ke lgiatan kelpada publik atas opelrasi pelme lrintah selrta pelnggunaan anggaran 

publik. 

5. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan 

Siste lm hukum yang be lrlaku disuatu nelgara telrgantung pada siste lm yang 

dianutnya, apakah nelgara yang be lrsangkutan melnganut Civil Law atau 

Common Law. De lngan civil law maka se lgala se lsuatu aktivitas didasarkan 

pada pelraturan pelrundangan, telrmasuk didalamnya aturan-aturan telrkait 

de lngan akuntansi telrakumulasi dalam suatu pelrundangan dan aturan ini 

melmiliki kelce lndelrungan sangat te lrstruktur dan prose ldural. Selbaliknya, 

common law selgala kelgiatan didasarkan kelpada kelse lpakatan politik yang 

dikelmbangkan be lrdasarkan kasus delmi kasus. Dalam sistelm ini, 

melmbe lbaskan badan-badan pelme lrintah me lnggunakan standar apapun, yang 
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pe lnting belrte lrima umum. Dalam hal pelmbelntukan akuntansi pelmelrintah 

se lsuai de lngan karaktelristik dan be lrtujuan untuk melme lnuhi akuntabilitas 

ke luangan ne lgara yang me lmadai. maka PBB (Pe lrse lrikatan Bangsa Bangsa) 

melnge lluarkan suatu pe ldoman untuk akuntansi pelme lrintah (a manual for 

gove lrnme lnt accounting) yaitu dapat melme lnuhi pelrsyaratan undang-undang 

dan pelraturan pelrundangan. 

6. Sistem Pelaporan 

Akuntansi dan laporan keluangan me lngandung pe lnge lrtian selbagai suatu 

prose ls pelngumpulan, pe lnge llolaan dan pe lngkomunikasian informasi yang 

be lrmanfaat untuk pelmbuatan kelputusan dan untuk melnilai kinelrja 

organisasi. Le lmbaga pe lme lrintah di tuntut untuk dapat melmbuat laporan 

ke luangan e lkste lrnal yang me lliputi laporan ke luangan formal, se lpelrti laporan 

surplus atau delfisit, laporan relalisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, selrta kinelrja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non 

financial. Sistelm pellaporan yang baik dipe lrlukan agar dapat melmantau dan 

melnge lndalikan kinelrja manajelrial dalam melngimple lmelntasikan angaran 

yang te llah diteltapkan. Sistelm pellaporan be lrpelngaruh te lrhadap akuntabilitas 

kinelrja. 

2.2.4 Pemerintahan Desa 

De lsa dipimpin olelh se lorang ke lpala de lsa. Ke lpala de lsa dipilih se lcara 

langsung ole lh, dan dari pe lnduduk de lsa warga ne lgara Re lpublik Indone lsia yang 

melme lnuhi pelrsyaratan delngan masa jabatan 6 tahun telrhitung se ljak tanggal 

pe llantikan. Ke lpala delsa dapat melnjabat paling banyak 3  kali masa jabatan 

se lcara belrturutturut atau tidak selcara belrturut-turut. Pe lngisian jabatan dan masa 
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jabatan kelpala delsa adat belrlaku keltelntuan hukum adat di delsa adat selpanjang 

masih hidup dan se lsuai delngan pe lrke lmbangan masyarakat se lrta prinsip Ne lgara 

Ke lsatuan Re lpublik Indonelsia yang dite ltapkan dalam pelraturan daelrah kabupateln 

atau kota delngan be lrpe ldoman pada pe lraturan pelmelrintah. Dalam Daelrah 

kabupateln atau kota dapat dibelntuk delsa melmpunyai ke lwelnangan se lsuai delngan 

ke ltelntuan pelraturan pelrundang-undangan melnge lnai de lsa se lrta pelme lrintah pusat, 

pe lmelrintah daelrah provinsi dan pe lme lrintah daelrah kabupateln/kota dapat 

melnugaskan se lbagian urusan pelme lrintahan yang me lnjadi kelwe lnangannya 

ke lpala delsa (Sugiman, 2018). 

Me lrujuk pada Pelrmelndagri Nomor 84 Tahun 2015 Telntang Susunan 

Organisasi dan Tata Ke lrja (SOT) Pe lmelrintahan Delsa. Ke lpala delsa 

be lrkeldudukan se lbagai ke lpala pelmelrintahan delsa. Ke lpala de lsa be lrtugas 

melnye lle lnggarakan pelme lrintahan delsa, me llaksanakan pelmbangunan, pe lmbinaan 

ke lmasyarakatan, dan pe lmbelrdayaan masyarakat. Untuk mellaksanakan tugasnya, 

ke lpala delsa melmiliki fungsi se lbagai belrikut: 

a. Me lnye lle lnggarakan pelmelrintahan delsa, se lpelrti tata praja pelmelrintahan, 

pe lneltapan pelraturan di delsa, pelmbinaan masalah pelrtanahan, pelmbina 

ke ltelntraman dan keltelrtiban, mellakukan upaya pe lrlindungan masyarakat, 

administrasi kelpe lndudukan, dan pelnataan, dan pelnge llolaan wilayah. 

b. Me llaksanakan pelmbangunan, se lpe lrti pe lmbangunan sarana prasarana 

pe lrdelsaan dan pelmbangunan bidang pe lndidikan kelse lhatan. 

c. Pe lmbinaan kelmasyarakatan, selpe lrti pe llaksanaan hak dan kelwajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kelagamaan, 

dan kelte lnagakelrjaan. 
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d. Pe lmbelrdayaan masyarakat, selpe lrti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat 

di bidang budaya, e lkonomi, politik, lingkungan hidup, pe lmbe lrdayaan 

ke lluarga, pelmuda, olahraga, dan karang taruna. 

e. Me lnjaga hubungan ke lmitraan delngan le lmbaga masyarakat dan lelmbaga 

lainnya. 

Desa melmiliki kelwelnangan belrdasarkan kelputusan Undang-Undang 

N0.6 Tahun 2014 telntang Delsa: 

1. Pe lnataan kelmbali urusan pelme lrintahan yang ada be lrdasarkan hak local. 

2. Urusan pe lmelrintahan yang be lrada di bawah wilayah kabupateln dan kota 

yang te lrleltak di delsa, yaitu urusan pe lmelrintahan yan.g be lrhubungan 

langsung de lngan pe lningkatan pe llayanan public. 

3. Tugas dukungan pe lmelrintah, nelgara bagian dan kabupateln atau kota. 

4. Urusan lain yang me lnjadi milik delsa me lnurut undang-undang (Pe lraturan 

Pe lmelrintah Nomor 6 Tahun 2014 telntang De lsa).  

De lsa juga me lmiliki hak dan kelwajiban se lbagaimana diatur dalam 

Undang-Undang De lsa Nomor 6 Tahun 2014. De lngan kata lain, delsa belrhak 

untuk: 

1. Me lngatur dan me lngurus ke lpe lntingan masyarakat belrdasarkan asal usul, adat 

istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat delsa. 

2. Pe lmbelntukan dan pelnge llolaan lelmbaga de lsa. 

3. Dapatkan sumbelr pelnghasilan. 

De lsa be lkelwajiban: 

1. Me llindungi & me lnjaga pe lrsatuan, kelsatuan dan ke lrukunan rakyat de lsa pada 

rangka ke lrukunan Nasional & kelutuhan Ne lgara Ke lstuan Re lpublik Indone lsia 
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2. Me lningkatkan kualitas kelhidupan rakyat de lsa 

3. Me lnge lmbangkan ke lhidupan delmokrasi 

4. Me lnge lmbangkan pe lmbelrdayaan rakyat de lsa, Melmbe lrikan dan melnaikkan 

pe llayanan pada rakyat de lsa (Pelraturan Pe lmelrintah Nomor 6 Tahun 2014 

melnge lnai De lsa) 

2.2.5 Dana Desa 

Dana De lsa me lrupakan salah satu pelndapatan delsa yang be lrsumbe lr dari 

Anggaran Be llanja dan Pelndapatan Ne lgara (APBN) yang pe lnggunaannya 

telrintelgrasi de lngan Anggaran Pe lndapatan dan Be llanja Delsa (APBDe lsa), ole lh 

karelna itu pelrelncanaan program dan kelgiatannya disusun de lngan telrle lbih dahulu 

dilaksanakanya musyawarah Pelre lncanaan dan pelmbangunan De lsa delngan 

mellibatkan Badan Pelrmusyawaratan De lsa (BPD), Le lmbaga Pe lmbe lrdayaan 

Mayarakat Delsa (LPMD), dan tokoh masyarakat selrta pelrwakilan unsur 

masyarakat biasa (Hulu, 2018). 

Dana Delsa se lbagai salah  satu  sumbelr  pelndapatan  delsa melmpunyai 

pe lran  stratelgis dalam melndukung pe lmbangunan de lsa. Pe lnggunaan Alokasi 

Dana Delsa (ADD) dapat melmbiayai program pe lmelrintah delsa dan elfe lktif 

melningkatkan e lkonomi pelde lsaan. Tidak hanya pada aspe lk elkonomi, Dana delsa 

juga be lrpe lran dalam pelmbangunan fisik de lsa. Kare lnanya dipe lrlukan maneljelme ln 

yang handal, agar dana de lsa dapat belrmanfaat untuk kelse ljahtelraan masyarakat, 

dalam pelnge llolaan dana delsa ditelmukan be lbelrapa masalah selpelrti keltelrlambatan 

dana, kelte lrlambatan relalisasi relncana, dan pe lnye lsuaian aspe lk te lknis, telmuan 

lainnya adalah implelme lntasi dana delsa yang se lsuai prose ldur (Chasanah elt al., 

2017). 
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Pe lraturan Melnte lri Ke luangan No.49 tahun 2016 melnge lluarkan pelraturan, 

dijellaskan telntang sanksi jika sisa anggaran lelbih dari 30%. Sellain itu, tahap 

pe lnyaluran juga be lrbe lda. Prose ls pe lnyaluran dana delsa diatur dalam dua tahap. 

Pe lnyaluran tahap I akan melncairkan dana se lbelsar 60% dan di tahap keldua 

sisanya se lbe lsar 40%. Pe lnyaluran dua tahap ini akan melmbutuhkan pelngawasan 

se lrta pelmantauan dan elvaluasi de lngan tujuan me lmpelrke lcil masalah 

pe lnye lle lwangan yang te lrjadi. Pelnye lle lwe lngan dana delsa sangat relntan telrjadi 

yang ditunjukkan delngan banyaknya kasus yang me lnimpa aparatur delsa 

be lbelrapa daelrah di wilayah Indone lsia (Khalida, 2018). 

Dasar hukum pelngalokasian Dana Pe lrimbangan ke l de lsa se lsuai delngan 

amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal 

telrse lbut tidak dilaksanakan maka sanksi telgas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat 

(6), dimana Pe lmelrintah dapat mellakukan pe lnundaan atau pelmotongan se lbe lsar 

alokasi Dana Pelrimbangan seltellah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Be lbe lrapa 

hal yang me lnye lbabkan de lsa melmbutuhkan sumbe lr pelndapatan melnurut (Putra e lt 

al. 2013) yaitu: 

1) De lsa melmiliki Anggaran Pe lndapatan dan Be llanja Delsa (APBDe ls) yang 

ke lcil dan sumbelr pe lndapatannya sangat be lrgantung pada bantuan yang 

sangat ke lcil 

2) Ke lse ljahte lraan masyarakat delsa yang re lndah selhingga sulit bagi delsa 

melmpunyai Pe lndapatan Asli De lsa (PADe ls) yang tinggi. 

3) Masalah itu diikuti delngan re lndahnya dana opelrasional delsa untuk 

melnjalankan pellayanan publik 
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4) Banyak program pe lmbangunan masuk ke l delsa akan teltapi hanya dike llola 

olelh Dinas. Program se lmacam itu melndulang kritikan karelna program 

telrse lbut tidak melmbelrikan aksels pe lmbellajaran bagi De lsa, dan program itu 

be lrsifat top down selhingga tidak seljalan delngan ke lbutuhan Delsa dan 

masyarakatnya.  

Pe llaksanaan melndukung dalam rangka ke lwe lnangan telrse lbut, dalam 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 delsa dibelrikan sumbelr-sumbe lr 

pe lndapatan yang be lrasal dari tujuh sumbelr, yaitu: 

a) Pe lndapatan asli delsa, telrdiri atas hasil usaha, hasil aselt, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pe lndapatan asli delsa. 

b) Alokasi Anggaran Pe lndapatan Bellanja Nelgara. 

c) Bagian dari Pajak Daelrah dan Reltribusi Daelrah (PDRD) Kabupate ln atau kota, 

minimal selbe lsar 10% dari hasil pajak dae lrah dan reltribusi daelrah kabupateln 

atau kota. 

d) Alokasi Dana De lsa, yaitu bagian dana pelrimbangan yang dite lrima kabupateln 

atau kota diluar DAK (DAU dan DBH) se lbe lsar 10%. 

e) Bantuan keluangan dari Anggaran Pe lndapatan Be llanja Daelrah (APBD) 

provinsi atau kabupateln dan kota. 

f) Hibah dan sumbangan yang tidak melngikat dari pihak keltiga. 

g) Lain-lain pe lndapatan delsa yang sah. 

2.2.6 Pengelolaan Dana Desa 

Pe lnge llolaan keluangan de lsa melnelrapkan asas se lpe lrti akuntabell yaitu cara 

bagaimana mellaksanakan kelgiatan di pelmelrintahan selcara belrtanggung jawab. 

Salah satu jalan untuk melmelnuhi tuntutan masyarakat adalah delngan 
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akuntabilitas. Pelne lrapan akuntabilitas di dalam organisasi dapat melmbantu 

melningkatkan dalam hal keltaatan pelmbuatan laporan keluangan yang me lnjadi 

telpat waktu pellaporan (Sujarwelni, 2015). 

Me lnurut (Bawono, 2019) sasaran yang ingin dicapai dalam pelnge llolaan 

dana delsa adalah: 

a. Dana delsa harus diprioritaskan melmbiayai pe lnye lle lnggaraan urusan 

pe lmelrintahan delsa, pe lmbangunan di dalam delsa se lpe lrti jalan maupun 

pe lmbangunan jelmbatan untuk melmpe lrmudah kelgiatan pe lrelkonomian, selrta 

untuk melmbelrdayakan masyarakat selte lmpat. 

b. Dana dapat digunakan untuk pelmbangunan delsa yang dapat diwujudkan 

de lngan pe lmbangunan jalan ataupun jelmbatan selrta dapat digunakan untuk 

melmbe lrdayakan masyarakat se ltelmpat.  

Pe lnge llolaan dana delsa yang baik pasti mellalui tahapan-tahapan yang 

ada, pelnge llolaan dana delsa tellah diatur melnurut Pelrmelndagri No. 20 Tahun 

2018 pasal 29, yaitu, Pe lre lncanaan, Pellaksanaan, Pe lnatausahaan, Pellaporan dan 

pe lrtanggungjawaban. 

Me lnurut (Seltia, 2021) Be lbe lrapa hal yang harus di pelrhatikan olelh 

pe lmelrintah delsa dalam melnge llola ke luangan delsa, yaitu; 

1) Kondisi sumbe lr daya manusia kelpala de lsa, pelrangkat de lsa, dan badan  

pe lmusyawaratan delsa (BPD). 

2) Sarana dan prasarana delsa. 

3) Ke lbijakan tingkat delsa. Tiga komponeln utama dalam prosels pe lnge llolaan  

ke luangan de lsa te lrse lbut nantinya akan be lrprose ls di dalam sistelm bisnis. 
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Prose ls te lrse lbut mulai dari tahapan, pe lre lncanaan, pelnganggaran, 

pe lnatausahaan, dan pelngawasan. 

2.2.7 Konsep Kesejahteraan Masyarakat 

Ke lse ljahte lraan masyarakat melnjadi salah satu tujuan akhir dari 

telrwujudnya pe lme lrintahan yang e lfe lktif dan e lfisieln dalam rangka telrciptanya 

de lse lntralisasi fiskal. Pelmbangunan sosial elkonomi yang me lncelrminkan 

ke lse ljahtelraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat telrwujud olelh 

upaya-upaya yang dilakukan pelmelrintah daelrah ke lse ljahtelraan masyarakat 

melnjadi salah satu tujuan akhir dari telrwujudnya pe lme lrintahan yang e lfe lktif dan 

e lfisieln dalam rangka telrciptanya de lse lntralisasi fiskal. Pelmbangunan sosial 

e lkonomi yang me lnce lrminkan kelse ljahtelraan masyarakat pada suatu wilayah 

diharapkan dapat telrwujud ole lh upaya-upaya yang dilakukan pe lmelrintah daelrah 

(Kadelk elt al., 2020). 

Me lnurut T. Cose lr dan Anthony Rose lnbe lrg dalam bukunya yang be lrjudul 

“an introduction to Inte lrnational Politics” me lndelfinisikan pelranan yakni se lbagai 

tuntutan yang dibe lrikan se lcara struktural (norma-norma, harapan, larangan, 

tanggung jawab) dimana di dalamnya telrdapat selrangkaian telkanan dan 

ke lmudian yang me lnghubungkan, me lmbimbing, dan melndukung fungsinya 

dalam organisasi. Hal telrse lbut dapat dikaitkan delngan pe lme lrintah delsa dituntut 

melmbe lrikan pellayanan yang le lbih prima selrta melmbe lrdayakan masyarakat 

se lhingga taraf hidup masyarakat telrjamin dan telntunya dapat melningkatkan 

ke lse ljahtelraan selrta kelmajuan daelrahnya, karelna pada dasarnya masyarakatlah 

yang tahu apa yang me lre lka butuhkan selrta bagaimana kelmudian melre lka dapat 

dikatakan selbagai masyarakat yang se ljahtelra. Pe lran dan prakarsa pelmelrintah 
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sangat dominan dalam pelre lncanaan dan pe llaksanaan maupun untuk 

melningkatkan kelsadaran dan kelmampuan telknis warga de lsa dalam 

pe lmbangunan ke lse ljahtelraan de lsa. Ke lsadaran kelpala delsa se lbagai pimpinan 

pe lmelrintah delsa atau aktor dalam melnjalankan kelpe lmimpinan pelmelrintah delsa 

melnjadi ujung tombak pellaksanaan dan telrlaksananya pe lmbangunan se lrta 

pe lnge lmbangan ke lse ljahtelraan masyarakat de lsa (Rimi, 2020). 

2.2.7.1 Indikator Kesejahteraan Masyrakat 

Tingkat kelse ljahtelraan masyarakat yang dapat diukur mellalui Inde lks 

Pe lmbangunan Manusia (IPM) dapat didelfinisikan selbagai suatu indelks 

gabungan yang me lliputi tiga kelbutuhan dasar yang harus dipelnuhi dalam upaya 

pe lmbangunan manusia, yaitu indikator ke lse lhatan (dilihat dari indelks angka 

harapan hidup), indikator pelndidikan (dapat dilihat dari rata-rata pelnduduk 

be lrse lkolah dan angka mellelk huruf), indikator elkonomi (dapat dilihat dari 

pe lnge lluaran riil pelr kapita). Ke ltiga indikator telrse lbut dianggap sangat melndasar 

dilihat dari kualitas fisik dan non fisik pe lnduduk. Kualitas fisik telrcelrmin dari 

angka harapan hidup, seldangkan kualitas non-fisik te lrcelrmin dari lamanya rata-

rata pelnduduk be lrse lkolah dan angka melle lk huruf, dan melmpe lrtimbangkan 

ke lmampuan elkonomi yaitu pelnge lluaran riil pelr-kapita. Sellain yang pada 

gilirannya ditelntukan olelh banyak faktor, telrutama pelrtumbuhan elkonomi, 

infrastruktur dan kelbijakan (Rosita, 2016). 

Konse lp se ljahtelra melnurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencanan Nasional (BKKBN), dirumuskan lelbih luas daripada selke ldar 

de lfinisi kelmakmuran ataupun kelbahagiaan. Ada tiga ke llompok ke lbutuhan yang 

harus telrpe lnuhi, yaitu: ke lbutuhan dasar, sosial, dan kelbutuhan pelnge lmbangan. 
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Apabila hanya satu ke lbutuhan saja yang dapat dipelnuhi olelh kelluarga, misalnya 

ke lbutuhandasar, maka kelluarga te lrse lbut be llum dapat dikatakan se ljahtelra 

melnurut konse lp ini, olelh karelna itu untuk melnguatkan indikator yang 

melmpe lngaruhi kelse ljahtelraan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) me lmiliki indikator telrse lndiri yaitu : 

1) Jumlah Pelndapatan 

Se lmakin belsar pe lndapatan yang dipe lrole lh maka selmakin belsar ke lmampuan 

untuk melmbiayai se lgala pelnge lluaran dan kelgiatan-ke lgiatan yang akan 

dilakukan. Selmakin tinngi pelndapatan yang di dapatkan selmakin akan 

melningkatkkan standar kelhidupan rumah tangga. 

2) Pe lndidikan yang se lmakin tinggi dan be lrkualitas 

Pe lndidikan sangat belrpe lngaruh positif juga te lrhadap promosi pelrtumbah 

e lkonomi karelna akan lahir telnaga-te lnaga ke lrja yang ule lt, telrampil dan 

telrdidik selhingga se lhingga be lrmanfaat untuk pelmbangunan elkonomi karelna 

mmpunyai Sumber Daya Manusia yang tidak pelrlu diragukan. Dalam 

pe lndidikan ini telrdapat tiga jelnis indikator yang digunakan untuk pnndidikan 

yang melliputi, tingkat pelndidikan anggota rumah angga, ke ltelrse ldiaan 

palayanan pe lndidikan, dan pelnggunaan layanan pe lndidikan telrse lbut. 

3) Kualitas ke lse lhatan yang se lmakin baik. 

Untuk dapat melningkatkan ke lse lhatan dan standar hidup rumah tangga ada 

e lmpat jelnis indikator yang digunakan, yang me lliputi status gizi, status 

pe lnyakit, keltelrse ldiaan pellayanan kelmiskinan, dan pelnggunaan layanan-

layanan ke lse lhatan telrse lbut. 
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2.2.7.1 Faktor-Faktor Kesejahteraan Masyarakat 

Me lnurut (Ningsih elt al., 2020)Ada be lbelrapa faktor yang dapat 

melmpe lngaruhi ke lse ljahtelraan. Be lbe lrapa faktor yang umumnya dianggap pe lnting 

dalam melmpelngaruhi ke lse ljahtelraan yaitu: 

1. Ke lbijakan Publik melrujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil 

olelh pe lmelrintah atau lelmbaga publik untuk melngatasi masalah atau melncapai 

tujuan telrte lntu dalam masyarakat. Ke lbijakan publik yang transparan dan 

akuntabell dapat melningkatkan kelse ljahtelraan masyarakat. Ke lte lrlibatan 

masyarakat dalam prose ls pe lngambilan ke lputusan publik dapat melningkatkan 

akuntabilitas pelme lrintah. Ke lbijakan publik se lring kali me lmbutuhkan kolaborasi 

dan ke lmitraan antara pelmelrintah, se lktor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan 

lelmbaga inte lrnasional. Ke lrjasama ini melmungkinkan pe lnggabungan sumbe lr 

daya, pe lnge ltahuan, dan pelngalaman untuk melnghadapi tantangan komplelks dan 

melncapai hasil yang le lbih baik. Se llain itu ke ltelrlibatan publik atau partisipasi 

masyarakat dalam pelmbangunan kelbijakan publik melningkatkan akuntabilitas 

dan melmungkinkan ke lbijakan yang le lbih belrorielntasi pada kelpelntingan 

masyarakat. 

2. Pe lrtanggungjawaban dan Pe lngawasan: Siste lm yang kuat untuk me lmelriksa, 

melmantau, dan melne lgakkan akuntabilitas publik melmbantu melnce lgah 

pe lnyalahgunaan ke lkuasaan. Masyarakat yang sadar akan hak-hak me lrelka dan 

melmiliki kelmampuan untuk melmpelrtanyakan tindakan pelmelrintah melmainkan 

pe lran pelnting dalam melnjaga akuntabilitas. Organisasi masyarakat sipil, 

lelmbaga audit, dan meldia yang inde lpe lnde ln melmiliki pelran pe lnting dalam 

melngawasi pe lme lrintah dan melndorong transparansi. 
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3. Ke ladilan Sosial dan Pelmelrataan: Ke ladilan sosial dan pelme lrataan melrujuk 

pada prinsip-prinsip yang be lrtujuan untuk melnciptakan masyarakat yang adil 

dan melrata, di mana seltiap individu melmiliki kelse lmpatan yang se ltara untuk 

melncapai kelse ljahtelraan dan kelhidupan yang layak. Prinsip ini melngakui bahwa 

ke ltimpangan sosial, e lkonomi, dan politik dapat melnghambat kelmajuan dan 

ke lse ljahtelraan masyarakat selcara kelse lluruhan. Ke ladilan sosial melne lkankan 

pe lrlunya me lmpelrlakukan selmua anggota masyarakat delngan adil dan seltara, 

tanpa melmandang pe lrbe ldaan latar bellakang, ide lntitas, atau status melre lka. Ini 

mellibatkan pelmelrataan aksels telrhadap sumbelr daya, layanan, dan pelluang, selrta 

pe lrlindungan telrhadap diskriminasi, elksploitasi, dan pelnindasan. Pe lmelrataan, di 

sisi lain, belrfokus pada distribusi yang melrata dari sumbelr daya dan manfaat 

dalam masyarakat. Ini me lncakup upaya untuk me lngurangi ke lse lnjangan 

e lkonomi, pelndapatan, aksels te lrhadap pe lndidikan, pelrawatan kelse lhatan, 

pe lkelrjaan, pelrumahan, dan infrastruktur antara kellompok-ke llompok yang 

be lrbelda. Pe lmelrataan belrtujuan untuk melnciptakan kondisi di mana selmua 

individu melmiliki kelse lmpatan yang se ltara untuk melnge lmbangkan pote lnsi 

melre lka dan melncapai kelse ljahtelraan yang optimal. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel  penggunaan  alokasi  dana  desa  

berpengaruh negatif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Jambu  dengan  

nilai  signifikan  sebesar  0,804,  variabel akuntabilitas berpengaruh  positif  

signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Jambu  dengan  nilai 

signifikan  sebesar  0,000,  variabel  transparansi  desa  berpengaruh  negatif  

terhadap  kesejahteraan  masyarakat Desa Jambu dengan nilai signifikan sebesar 

0, 225, penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas, transparansi berpengaruh 

positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Jambu dengan nilai 

signifikan 0,000. 

 

 

 

AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DI DESA SAKRA KABUPATEN 

LOMBOK TIMUR 

Aspek-Aspek Akuntabilitas 

Publik 

1. Transparansi 

2. Value for money 

3. Integritas 

(Widiyanti, 2017) 

Faktor  Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat 

1. Kebijakan publik 

2. Pertanggungjawaban dan 

pengawasan 

3. Keadilan sosial dan pemerataan 

(Ningsih et al., 2020) 

Hasil 



 

37 

 

2.4  Definisi Konseptual  

Dalam  pelnellitian, delfinisi konselptual digunakan  selbagai panduan dalam 

melngatasi masalah transformasi di lapangan. De lfinisi ini melmbelrikan makna 

yang masih abstrak, melskipun masih dapat dimelnge lrti de lngan mudah. Untuk 

melmpe lrmudah pelnafsiran telori dalam pelne llitian ini, pelnelliti akan melmilih dan 

melngide lntifikasi telori-te lori yang se lsuai de lngan ke lrangka te lori pelne llitian. Untuk 

itu, belbe lrapa delfinisi konse lptual yang be lrkaitan delngan topik pe lne llitian ini akan 

dijabarkan dalam proposal ini antara lain: 

2.4.1 Pemerintah 

Pe lmelrintahan ditelmpatkan selbagai solusi bagi rakyat. Cara be lrpikir ini 

sudah barang telntu melmiliki dampak positif telrhadap kelhadiran pelmelrintah. 

Pe lmelrintah adalah solusi kare lna itu elksiste lnsi pe lmelrintah sellalu dibutuhkan olelh 

masyarakat. Bagi ne lgara-ne lgara sosialis sudah telntu pe lran dan fungsi 

pe lmelrintahan sangat belsar selkali dalam melnye ldiakan layanan kelse lhatan, 

pe lndidikan, pelnsiunan, pelrtumbuhan elkonomi, pelmbangunan sosial, hingga 

melnjamin kelte lrtiban dan kelamanan. Delngan kata lain, banyaknya tugas dan 

fungsi pe lme lrintahan ini tak bisa digantikan olelh institusi apapun, telrmasuk pasar 

dan masyarakat sipil (Haboddin, 2015). 

2.4.2 Good Governance  

Good gove lrnance l adalah pellaksanaan pe lmelrintah selcara telrtib, belrsih, 

ramah dan tanpa cacat salah satunya harus me lmpunyai atau biasa  dise lbut  juga  

de lngan  pe lme lrintahan  yang  baik  atau  lelbih  te lpatnya good gove lrnance l 

melrupakan  selbuah  cara  untuk  melmpe lrkuat  kelrja lelmbaga-le lmbaga dalam 

pe lmelrintahan selhingga dapat me lmpelrkuat aturan hukum melnce lgah adanya akar 
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Korupsi, Kolusi dan Ne lpotismel (KKN) se lrta melnjamin juga bahwa kinelrja 

dalam institusi pelmelrintah dapat dikumpulkam dan juga  dapat  dibelrikan  

ke lpada  masyarakat  se lhingga  masyarakat  bisa  mellihat  dan melmantau     

se lcara     langsung     te lrhadap     manajelme ln     pelme lrintah (Arisaputra,2013). 

2.4.3 Akuntabilitas 

Akuntabilitas melrupakan instrumeln untuk ke lgiatan kontrol telrutama 

dalam pelncapaian hasil pada pellayanan publik. Dalam hubungan ini, dipelrlukan 

e lvaluasi kinelrja yang dilakukan untuk melnge ltahui seljauh mana pelncapaian hasil 

se lrta cara-cara yang digunakan untuk melncapai selmua itu. Pelnge lndalian 

(control) selbagai bagian pelnting dalam manajelme ln yang baik adalah hal yang 

saling me lnunjang de lngan akuntabilitas. De lngan kata lain pelnge lndalian tidak 

dapat belrjalan elfisieln dan elfe lktif bila tidak ditunjang delngan me lkanismel 

akuntabilitas yang baik dan juga se lbaliknya (Nasirah, 2016). 

Akuntabilitas pelnge llolaan keluangan daelrah melrupakan prosels 

pe lnge llolaan keluangan dae lrah mulai dari pelre lncanaan, pellaksanaan, 

pe lnatausahaan, pelrtanggungjawaban, se lrta pelngawasan yang be lnar- belnar dapat 

dilaporkan dan dipelrtanggungjawabkan ke lpada masyarakat dan DPRD telrkait 

de lngan ke lgagalan maupun kelbe lrhasilannya se lbagai bahan elvaluasi tahun 

be lrikutnya. Masyarakat tidak hanya melmiliki hak untuk melnge ltahui pelnge llolaan 

ke luangan teltapi belrhak untuk melnuntut pelrtanggungjawaban atas pelngaplikasian 

se lrta pellaksanaan pelnge llolaan keluangan daelrah telrse lbut, karelna ke lgiatan 

pe lmelrintah adalah dalam rangka mellaksanakan amanat rakyat (Sandel, 2013) 
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2.4.4 Kesejahteraan Masyarakat 

Ke lse ljahte lraan masyarakat melnjadi salah satu tujuan akhir dari 

telrwujudnya pe lme lrintahan yang e lfe lktif dan e lfisieln dalam rangka telrciptanya 

de lse lntralisasi fiskal. Pelmbangunan sosial elkonomi yang me lncelrminkan 

ke lse ljahtelraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat telrwujud olelh 

upaya-upaya yang dilakukan pelmelrintah daelrah ke lse ljahtelraan masyarakat 

melnjadi salah satu tujuan akhir dari telrwujudnya pe lme lrintahan yang e lfe lktif dan 

e lfisieln dalam rangka telrciptanya de lse lntralisasi fiskal. Pelmbangunan sosial 

e lkonomi yang me lnce lrminkan kelse ljahtelraan masyarakat pada suatu wilayah 

diharapkan dapat telrwujud ole lh upaya-upaya yang dilakukan pe lmelrintah daelrah 

(Kadelk elt al., 2020). 

2.5 Definisi Operasional  

De lfinisi opelrasional melmbe lrikan informasi yang be lrguna dalam 

pe lnellitian, telrutama dalam melngukur variabell. De lfinisi ini melmbe lrikan indikasi 

telntang cara melngukur suatu variabell dan melmbelrikan aktivitas yang te lpat 

untuk dilakukan dalam pelnellitian. De lngan me lmpe llajari delfinisi opelrasional, 

se lorang pe lne lliti dapat melnelmukan  cara untuk me lngukur variabell yang te llah 

dipellajari. Dalam hal ini, delfinisi opelrasional melmbelrikan panduan yang je llas 

telntang bagaimana variabell dapat diukur de lngan cara yang e lfe lktif dan konsisteln 

se lbagaimana yang te lrte lra dalam tabell dibawah ini selbagai be lrikut: 
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Tabell 2.2 De lfinisi Opelrasional 

No Variabel Indikator 

1 Transparansi a. Ke lte lrse ldiaan informasi publik 

b. Akse lsibilitas informasi 

 Valuel for mone ly a. E lfisielnsi pe lnggunaan anggaran 

b. Kualitas sumbe lr daya  

 Inte lgritas a. Be lrtindak se lcara obye lktif 

b. Be lbas dari intelrve lnsi politik 

2 Ke lbijakan Publik  a. Pe lrubahan sosial atau elkonomi 

b. Kolaborasi dan ke lmitraan 

 Pe lrtanggungjawaban dan 

pe lngawasan 

a. Tanggapan dan e lvaluasi individu 

b. Tingkat kelsadaran dan kelpatuhan 

 Ke ladilan sosial dan pelme lrataan a. Akse ls te lrhadap layanan dasar 

b. Re ldistribusi elkonomi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Metode Penelitian 

Me ltodel pe lnellitian yang digunakan olelh pe lnelliti dalam pelne llitian ini 

adalah meltodel kualitatif. Pelne llitian kualitatif adalah jelnis pelne llitian yang 

melnge lksplorasi dan melmahami makna di seljumlah individu atau selke llompok 

orang yang be lrasal dari masalah sosial. Pe lnellitian kualitatif selcara umum dapat 

digunakan untuk pelne llitian telntang ke lhidupan masyarakat, se ljarah, tingkah laku, 

konse lp atau felnomelna, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan melngapa 

melnggunakan pe lnde lkatan kualitatif adalah pe lngalaman pelne lliti dimana meltode l 

ini dapat melne lmukan dan melmahami apa yang te lrse lmbunyi dibalik felnomelna 

yang kadangkala melrupakan suatu yang sulit untuk dipahami (Crelswe lll,2016).  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi pe lne llitian belrtelmpat di Delsa Sakra Ke lcamatan Sakra Kabupateln 

Lombok Timur. Adapun pe lnellitian lokasi yang dipilih pelnulis se llain mudah 

dijangkau olelh pe lne lliti. Eelktif dan elfisieln dari se lgi waktu biaya dan te lnaga se lrta 

melrupakan lokasi yang sangat te lpat untuk melmpe lrolelh data atau informasi yang 

akurat dan rellelvan de lngan pe lrmasalahan pe lnellitian yang ada. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu pe lne llitian yang dilakukan olelh pe lne lliti adalah se ltellah 

melndapatkan surat pelrse ltujuan dan akan dilaksanakan pada Bulan Mei 2023. 
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3.3 Fokus Penelitian 

Fokus pe lne llitian melrupakan inti yang didapatkan dari pelngalaman 

pe lnelliti atau mellalui pelnge ltahuan yang dipelrole lh dari studi kelpustakaan ilmiah  

(Mole long, 2014). Pe lne llitian ini belrfokus pada akuntabilitas pelnggunaan dana 

de lsa yang diharapkan mampu melningkatkan kelse ljahtelraan masyarakat delsa 

sakra.  

3.3.1 Narasumber dan Informan Penelitian 

Dalam pelncarian informasi, informan melnjadi sumbelr pe lnting untuk 

melmbe lrikan wawasan telntang situasi dan kontelks pe lncarian. Informan atau 

narasumbelr dalam pelnellitian melrupakan se lse lorang yang me lmiliki informasi 

maupun data yang banyak te lrkait masalah dan objelk yang se ldang dite lliti 

se lhingga nantinya akan dimintai informasi melnge lnai obje lk pelne llitian telrse lbut 

(Sugiyono, 2016). Ole lh kare lna itu, dalam pelne llitian ini, informan digunakan 

se lbagai objelk pe lne llitian untuk melmpelrole lh data dan wawasan yang akurat dan 

re llelvan.  

Dalam surve ly ini, informasi dari narasumbelr atau informan yang 

melrupakan melnjadi kunci pelnting untuk melnggali wawasan telntang topik 

pe lnellitian yaitu: 

1. Be lndahara Delsa Sakra 

2. Se lkre ltaris Delsa Sakra 

3. Masyarakat De lsa Sakra   

Dikarenakan Kepala Desa mengajukan diri untuk calon legislatif, jadi 

jabatannya nonaktif sehingga digantikan oleh sekretaris dan bendahara.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Ke lbe lrhasilan dalam pelngumpulan data banyak ditelntukan olelh 

ke lmampuan pelne lliti melnghayati situasi sosial yang dijadikan fokus pelnellitian. 

Pe lne lliti dapat mellakukan wawancara de lngan subje lk yang dite lliti, mampu 

melngamati situasi sosial yang te lrjadi dalam kontelks yang se lsungguhnya. 

Pe lne lliti tidak akan melngakhiri fasel pe lngumpulan data selbe llum pelnelliti yakin 

bahwa data yang te lrkumpul dari belrbagai sumbelr yang be lrbe lda dan te lrfokus 

pada situasi sosial yang dite lliti mampu melnjawab rumusan masalah dari 

pe lnellitian, selhingga ke ltelpatan dan kreldibilitas tidak diragukan olelh siapapun 

(Yusuf, 2014). Adapun me ltodel pe lngumpulan data dalam pelne llitian ini adalah 

se lbagai be lrikut : 

3.4.1 Wawancara atau Interview 

Untuk melngumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 

pe lngumpulan data yang utama (untuk me lndapatkan data primelr) pelne lliti akan 

mellakukan wawancara langsung se lcara melndalam kelpada informan yang 

kompelte ln dalam pelnge llolaan Ke luangan dana delsa, selrta melncatat keljadian selrta 

informasi dari informan yang ke lmudian dijadikan selbagai bahan pe lnulisan 

laporan hasil pelnellitian.  

Informasi yang kompe lte ln dalam pelnge llolaan dana delsa yaitu orang yang 

melmiliki pelnge ltahuan atau selbagai partisispan untuk melnggali informasi dan 

melmiliki kelmampuan untuk mellaksanakan suatu pe lkelrjaan atau tugas yang 

dilandasi olelh ke ltelrampilan dan pelnge ltahuan kelrja selsuai delngan bidangnya 

masing-masing. Informasi yang diwawancarai diantaranya adalah kelpala delsa, 

se lkre ltaris delsa, be lndahara delsa dan pelrangkat de lsa lainnya. Wawancara yang 
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dilakukan olelh pelne lliti dibantu delngan alat pelrelkam. Alat pelre lkam ini 

digunakan untuk bahan cross che lck bila pada saat analisa telrdapat data, 

ke ltelrangan atau informasi yang tidak se lmpat dicatat olelh pelne lliti. 

3.4.2  Observasi  

Obse lvasi me lrupakan suatu prosels pe lngamatan dan pelncatatan selcara 

siste lmatik telrhadap geljala yang tampak pada objelk maupun subjelk atau orang 

(Nugrahe lni, 2014). Obse lrvasi juga be lrarti mellihat langsung suatu objelk 

pe lnellitian. Obselrvasi dilakukan de lngan me llakukan pelngamatan langsung 

telrhadap fokus masalah pelne llitian yaitu Akuntabilitas pe lnge llolaan keluangan 

dana delsa, ke lbijakan delsa, dan kellelmbagaan delsa telrhadap kelse ljahtelraan 

masyarakat dan datang langsung ke l lokasi pe lnellitian yaitu di delsa Sakra. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokume lntasi melrupakan catatan pelristiwa yang sudah be lrlalu. Jadi 

dokumelntasi melrupakan bahan telrtulis yang be lrhubungan de lngan suatu 

pe lristiwa atau aktifitas telrte lntu. Dokumelntasi yang digunakan dalam pelne llitian 

ini adalah informasi yang disimpan atau didokumelntasikan selpe lrti dokumeln, 

data soft filel, data otelntik, foto dan arsip lainnya yang be lrkaitan delngan 

pe lnyusunan laporan keluangan dana delsa di delsa Sakra yang dapat digunakan 

se lbagai data pelle lngkap dari data yang dipe lrolelh dalam kelgiatan wawancara dan 

obse lrvasi.  

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis Data 

Jelnis data yang digunakan dalam surve li ini adalah data kualitatif. 

Pe lne llitian kualitatif adalah pelmahaman melnye lluruh telntang fe lnomelna yang 
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be lrkaitan delngan pe lngalaman subjelk, se lpelrti pelrilaku, kognisi dan motivasi 

pe lrilaku, selrta intelrpre ltasinya se lcara ve lrbal dan bahasa dalam kontelks telrtelntu. 

Pe lne llitian belrtujuan alam dan melnggunakan meltode l alami yang be lrbe lda. 

Be lrdasarkan hasil intelrpreltasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat data yang 

dipelrole lh dari hasil surve li adalah belrupa data kualitatif, karelna sifat informasi 

yang dipe lrolelh belrupa kata-kata, frasa atau pelnjellasan, selring dilakukan, tanpa 

melme lrlukan pelrhitungan numelrik atau analisis statistik (Moellong., 2015) 

3.5.2 Sumber Data 

Sumbe lr data yang digunakan ole lh pelnulis dalam pelne llitian ini adalah 

data primelr. Data primelr adalah sumbelr data dalam pelne llitian yang di pe lrolelh 

se lcara langsung dari sumbe lr aslinya, yang be lrupa wawancara, opini (pelndapat) 

orang se lcara individu atau kellompok, maupun hasil obselvasi dari suatu objelk. 

Pe lne llitian ini juga melnggunakan data skunde lr yaitu sumbelr data pelne llitian yang 

dipelrole lh pe lnelliti dari pihak lain yang be lrkaitan delgan masalah pelne llitian 

de lngan melnambah studi pustaka. Selhingga di pe lnellitian ini, sumbelr data yang 

digunakan yaitu: 

3.5.2.1 Sumber Data Primer 

Data primelr yaitu sumbe lr data yang langsung me lmbe lrikan data kelpada 

pe lngumpul data. Data dikumpulkan selndiri olelh pe lne lliti langsung dari sumbe lr 

pe lrtama atau telmpat objelk pelne llitian dilakukan. Pelnelliti melnggunakan hasil 

wawancara yang didapatkan dari informan melnge lnai topik pelnellitian selbagai 

data primelr (Sugiyono, 2018). Le lbih lanjut (Huse lin Umar, 2013) melnyatakan 

bahwa data primelr me lrupakan data yang didapat dari sumbelr pe lrtama baik dari 

individu atau pelrse lorangan se lpe lrti hasil dari wawancara atau hasil pelngisian 
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kue lsionelr yang biasa dilakukan olelh pe lne lliti. Dalam pelne llitian ini data primelr 

dipelrole lh dari wawancara yang dilakukan de lngan ke lpala delsa sakra.  

3.5.2.2 Sumber Data Sekunder 

Sumbe lr yang tidak langsung me lmbe lrikan data kelpada pelngumpul data. 

Artinya sumbe lr data pelne llitian dipelrole lh mellalui meldia pelrantara atau selcara 

tidak langsung yang be lrupa buku catatan, bukti yang te llah ada atau arsip baik 

yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan selcara umum. Delngan 

kata lain, pelne lliti melmbutuhkan pelngumpulan data delngan cara be lrkunjung ke l 

Pe lrpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau melmbaca banyak buku yang 

be lrhubungan de lngan pe lne llitiannya (Sugiyono, 2017).  

Data se lkundelr me lrupakan sumbelr data pelne llitian yang dipe lrole lh pe lnelliti 

se lcara tidak langsung me llalui meldia pelrantara yang dipe lrole lh dan dicatat olelh 

pihak lain (Nur Indrianto dan Bambang Supomo.,2013). 

3.6 Teknik Analisa Data 

Telknik analisis data yang digunakan dalam pelne llitian ini di lakukan 

de lngan me ltodel triangulasi yaitu me lnjellaskan atau melnde lskripsikan data yang 

dipelrole lh dari hasil wawancara, obselrvasi dan dokumelntasi antara Ke lpala delsa 

dan pe lrangkat de lsa se lbagai pe llaku pe llaksanaan kelbijakan delsa te lrhadap 

ke lse ljahtelraan masyarakat delsa dan tanggapan atau relspon masyarakat delsa itu 

se lndiri atas kelbijakan dari pe lmelrintah delsa. Pe lne llitian ini telrdiri dari belbe lrapa 

tahap yaitu: 

1. Re lduksi Data Relduksi adalah prosels melnye lle lksi, melnganalisa, melmfokuskan, 

melnye lrde lhanakan dan melmilah data untuk dijadikan rangkuman data. Data-data 

dari lapangan akan dirangkum melnjadi laporan-laporan yang informasi-
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informasi yang re lle lvan atau informasi telrkait pokok pelrmasalahan se lhingga 

dapat melndukung dalam mellakukan pelnellitian. 

2. Pe lnyajian Data Pelnyajian data dapat diartikan selbagai pe lngorganisasian data 

be lrisikan informasi dari lapangan yang te llah telrsusun dari hasil relduksi data. 

Se llanjutnya hasil data pelne llitian akan diolah melnjadi laporan se lcara sistelmatis 

dan telrpelrinci agar dapat melnjadi uraian-uraian. Yang me lnggambarkan dan 

melnde lskripsikan selsuai delngan ke ljadian dan felnomelna yang te llah telrjadi 

se lhingga data lelbih mudah dipahami. 

3. Pe lngambilan atau pelnarikan kelsimpulan Pelngambilan atau pelnarikan 

ke lsimpulan melrupakan prose ls me lnganalisis dan melnggabungkan informasi-

informasi yang te lrorganisir se lcara telrpe lrinci untuk dapat dijadikan ke lsimpulan 

de lngan te ltap melngacu pada pokok pe lrmasalahan pelne llitian ini. Delngan 

de lmikian pelnellitian ini dapat melmpelrmudah prosels pe lngambilan dan pelnarikan 

ke lsimpulan selhingga dapat melnjawab pokok pelrmasalahan pelnellitian dan dapat 

melncapai tujuan pelne llitian selcara baik dan be lnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


